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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka memelihara dan menjalankan kegiatan usaha diperlukan dana 

dalam jumlah yang sangat besar, hal ini menyebabkan para pelaku usaha baik 

perseorangan maupun badan usaha membutuhkan salah satu sarana yang memiliki 

peran dalam pengadaan dana yaitu lembaga perbankan. Peran perbankan dianggap 

sebagai kebutuhan yang esensial dimana salah satu produk yang diberikan oleh bank 

dalam membantu kelancaran usaha para pelaku usaha adalah dengan pemberian 

kredit yang merupakan salah satu fungsi bank untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi. 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan 

salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para 

pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan 

dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan 

meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya 

dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Sektor perbankan 

yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan mempunyai peranan yang 

strategis dalam kegiatan perekonomian karena kegiatan usahanya terutama 

menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Di samping itu peranan bank juga penting 
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karena merupakan lembaga pembiayaan yang strategis dalam membiayai berbagai 

kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi.1 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antar bank dengan debitur untuk 

memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Pemberian kredit sangat 

berisiko tinggi karena begitu kredit sudah berada dalam tangan debitur pihak bank 

tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mendeteksi lebih jauh terhadap uang tersebut, 

sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

Karena itu dalam menyalurkan dana tersebut bank harus melaksanakan asas- asas 

perkreditan yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu penilaian yang seksama dari 

berbagai faktor dalam setiap pertimbngan permohonan kredit, dengan maksud agar 

sejak awal telah ada upaya pencegahan dan pengurangan resiko itu.2 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga”. Kredit juga dapat diartikan pihak kesatu memberikan 

                                                        
1 Bambang Setijoprodjo, Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 49  
2 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah 

dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisaontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 133  
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prestasi baik berupa uang, barang atau jasa kepada pihak lain sedangkan 

kontraprestasinya akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).3 

Kredit yang diberikan oleh bank sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam 

menjalankan usahanya untuk memperoleh keyakinan terhadap debitur. Bank juga 

harus melakukan penilaian terhadap debitur dengan prinsip The Five C’s of Credit, 

yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral 

(agunan) dan Condition of Economic (kondisi atau prospek usaha).4 

Untuk mengurangi resiko jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek, 

usaha dari debitur.5 Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur pada umumnya 

berupa tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang 

                                                        
3 S. Mantayborbir, et.al, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa, 

Medan, 2002, hlm.5  
4 Purwahid   Patrik   dan   Kashadi,  Hukum  Jaminan  edisi  Revisi  dengan  UUHT, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm.92.  
5 Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 107 
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memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain. 

Kita mengenal dua jenis hak jaminan kredit dalam praktik di masyarakat, yaitu: 

1. Jaminan perorangan (personal guarantly), adalah “selalu suatu perjanjian 

antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur)”. 

2. Jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid), yaitu “Segala 

kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang 

sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan” (Pasal 1131 KUHPerdata). 

Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu 

keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana 

salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya, biasanya debitur tidak 

memenuhi kewajiban yang merupakan hak dari kreditur.6 Oleh karena itu dalam 

pemberian kredit, setiap bank menghendaki adanya jaminan yang digunakan sebagai 

pengganti pelunasan hutang bila di kemudian hari debitur wanprestasi. Jaminan 

adalah sarana perlindungan bagi kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang atau 

pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian 

accessoir, yaitu perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok itu 

salah satunya adalah perjanjian kredit. 

                                                        
6 R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.77.  
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Wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak yang mengadakan 

perjanjian ada (empat) macam yaitu:7 

1. Tidak melakukan apa-apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Didalam prakteknya calon debitur mengajukan permohonan pinjaman pada bank 

dengan melibatkan seluruh wujud surat-surat, ialah bukti diri peminjam, agunan 

pinjaman berbentu Akta Kepemilikan atas Tanah serta Gedung dan surat-surat 

perizinan upaya bila Debiturnya merupakan tubuh hukum.8 

Salah satu benda yang sering digunakan sebagai jaminan dalam pemberian kredit 

adalah tanah, sebab tanah pada umumnya mudah dijual dan secara ekonomis 

harganya terus meningkat dan selain itu tanah dapat dibebani dengan Hak 

Tanggungan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

                                                        
7 Ibid, hlm 45  
8 Yasa Aro, Nata Perdamean, Ria Sintha dan Muhammad Yasid, 2022, Pelaksanaan Penanganan 

Kredit Macet Dengan Memakai Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA, 

(persero), Tbk, Jurnal Rectum, Vol 4 No. 1, 54-56.  
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pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menentukan bahwa Pemberi Hak 

Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. Objek Hak Tanggungan itu sendiri terdiri atas Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, baik atas tanah Negara maupun atas 

tanah Hak Milik, dan Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya 

yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. 

Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan 

harus ada pada pemberi Hak Tanggungan saat pendaftaran Hak Tanggungan 

dilakukan, karena lahirnya Hak Tanggungan adalah saat didaftarkannya objek Hak 

Tanggungan tersebut. 

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi: 

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan 

atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”. Apabila ketentuan Pasal 

10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan itu dijabarkan lebih sederhana, 

timbulnya Hak Tanggungan hanyalah dimungkinkan apabila sebelumnya telah 

diperjanjikan di dalam perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) yang menjadi 

dasar pemberian utang (kredit) yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu, bahwa 
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akan diberikan Hak Tanggungan kepada kreditur. Hak Tanggungan bertujuan untuk 

menjamin utang dari debitur, apabila debitur cidera janji, objek yang dibebani Hak 

Tanggungan itu berhak dijual oleh kreditur baik melalui pelelangan umum maupun di 

bawah tangan menurut ketentuan yang berlaku untuk mengambil pelunasan 

piutangnya.9 

Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), adalah terjadinya cidera 

janji dalam Repayment kredit, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian 

yang terjadi pada usaha debitur sehingga memiliki resiko di kemudian hari dalam 

artian luas bagi bank.10 

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera 

janji, maka Hak Tanggungan pertama mempunyai pemegang hak untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Namun dalam 

praktiknya kredit macet yang dialami oleh debitur tidak mudah untuk melaksanakan 

eksekusi sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Salah satu 

hambatan yang dialami kreditur yaitu adanya gugatan perlawanan ke pengadilan dari 

pemberi Hak Tanggungan pihak ketiga karena merasa keberatan adanya penetapan 

eksekusi lelang yang diajukan oleh kreditur. 

Salah satu upaya penyelesaian perjanjian kredit yang memiliki jaminan hak 

tanggungan kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi 

                                                        
9 Sjahdeini, Hak Tanggungan, Alumni, Bandung, 1999, hlm 49  
10 Artanto Tri, 2017, Kredit Macet dan Cara Menghadapinya, Jurnal Minda Baharu, Vol 1, 126-

141.  
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barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur 

lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut 

dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan 

kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan seperti: 

Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah 

lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk 

pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.11 

Selanjutnya dalam Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa yang memberikan hak 

kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji 

(wanprestasi).12 Sementara dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menjelaskan yang memberikan 

hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera 

janji (wanprestasi).13 

Secara prosedur apabila pembiayaan bermasalah tersebut terjadi karena debitur 

tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka 

sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu 

dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu 

kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum 

                                                        
11 Pasal 1155 KUHPerdata  
12 Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
13 Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah  



 

 

9 

 
 

menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar 

debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, 

maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanpretasi, dengan mana apabila 

pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat 

melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. 

Penyelesaian kredit melalui prosedur tersebut terkadang membutuhkan waktu 

yang cukup lama karena beberapa faktor seperti pihak debitur yang sulit diajak 

bekerjasama sehingga pihak bank langsung melakukan pelelangan dan eksekusi 

terhadap jaminan hak tanggungan tersebut. Eksekusi objek hak tanggungan, maka 

langkah penting yang dapat di tempuh ialah melalui restrukturisasi kredit, yang 

berarti bahwa tidak ada akibat hukum bagi nasabah debitur misalnya ancaman 

eksekusi objek hak tanggungan.14 

Hak Tanggungan pada dasarnya hanya dibebankan kepada hak atas tanah dan 

juga sering kali terdapat benda-benda diatasnya bisa berupa bangunan, tanaman, dan 

hasil-hasil lainnya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah dan 

dijadikan jaminan. Kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit 

dengan Jaminan Hak Tanggungan, salah satu Bank yang menjadi perhatian penulis 

adalah Bank Sumsel Babel yang terletak di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 7 Ulu 

I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, salah satu Bank Daerah terbesar di Sumatera 

Selatan ini memiliki banyak sekali nasabah dengan berbagai kepentingan atau tujuan, 

                                                        
14 Giffary, Achmad & Atie Olii, 2021, Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah dan Aspek 

Hukumnya, Jurnal Lex Privatum Vol 9,, 22-28  
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salah satunya adalah berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Sumsel Babel 

Palembang, kasus yang kredit macet yang terjadi disebabkan oleh salah satunya 

adalah Cashflow debitur terganggu akibat harga jual produksi yang dijual oleh debitur 

menurun sehingga pendapatan debitur juga menurun. Kredit yang dijamin dengan 

Hak Tanggungan tersebut apabila debitur tidak lagi mampu membayarnya dan terjadi 

adanya wanprestasi sehingga kredit menjadi macet. Berdasarkan data yang di 

kumpulkan, bahwa kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dengan keterangan kredit 

kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet dapat di lihat pada tabel 1. 

Keterangan Tahun 2021 Tahun 2022 

Jumlah Kredit dengan Hak 

Tanggungan 
74 111 

Kredit Kurang Lancar 14 21 

Kredit Diragukan - 14 

Kredit Macet 5 8 

Tabel 1: Tentang Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan dari Tahun 2021 – 202215 

 

1. Kurang lancar, apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang 

melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan). 

2. Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan). 

3. Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari atau 9 bulan lebih. 

                                                        
15  Rz. Hanani, Wawancara Pribadi, Pemimpin Bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Aset 

Khusus Ritel Bank Sumsel Babel Palembang , tanggal 12 April 2023 
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul “UPAYA BANK DALAM 

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK 

TANGGUNGAN (STUDI KASUS PADA BANK SUMSEL BABEL 

PALEMBANG)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian penulisan skripsi ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Kredit Macet dalam 

Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Sumsel Babel 

Palembang? 

2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak 

Tanggungan di Bank Sumsel Babel? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dari 

itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya Kredit Macet pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak 

Tanggungan di Bank Sumsel Babel Palembang; 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian Kredit Macet 

dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Sumsel Babel; 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama 

mahasiswa Hukum ntuk menambah wacana di bidang ilmu hukum khususnya 

tentang analisis khususnya Hukum Perbankan mengenai penyelesaian Kredit 

Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat terhadap: 

a. Bank 

Bagi Bank Sumsel Babel Palembang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan mengenai Penyelesaian sengketa kredit macet terutama yang 

menyangkut dengan Hak Tanggungan 

b. Masyarakat 

Melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang 

Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank 

Sumsel Babel Palembang 
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E. Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan meyeluruh mengenai 

penyelesaian kredit macet pada Bank Sumsel Babel Palembang dan hasil penelitian 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur penyelesaian kredit 

macet pada Bank Sumsel Babel Palembang. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan dasar dalam melakukan sebuah penelitian yang harus 

jelas serta berdiri secara kokoh, dan tidak hanya sekedar trial and error. Penulisan 

skripsi ini menggunakan beberapa teori untuk memperkirakan jawaban apa yang akan 

diperoleh pada penilitian ini, yakni: 

1. Teori Jaminan dan Hak Tanggungan  

Kata Jaminan akan ditemukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan penjelasan 

Pasal 8 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992, dan perubahannya dalam Undang – 

Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, namun dalam kedua peraturan 

tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Namun dari fakta 

yang ada dapat diketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. 

Karena adanaya jaminan, kepada bank maka akan diperbesar kemungkinan kredit 

yang disalurkan akan kembali. Mengenai sifat dari perjanjian jaminan lazim 

dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir artinya, timbulnya 

perjanjian jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok. Sehingga perjanjian 
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jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata lain, 

perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok.  

Dengan Teori Jaminan dan Hak Tanggungan, jika membahas mengenai kredit, 

maka akan erat hubungannya dengan Jaminan dan Hak Tanggungan, dikarenakan 

perjanjian kredit akan penting jika ada Jaminan dan Hak Tanggungan tersebut. 

Pihak Kreditur akan dengan tenang memberikan hutang kepada Debitur jika 

terdapat Jaminan di dalam perjanjian kredit tersebut. 

2. Teori Perjanjian Kredit  

Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berati kepercayaan. Oleh 

karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang aatau suatu badan yang 

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa si penerima kredit (debitor) pada masa 

yang akan datang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah 

diperjanjikan menurut Thomas Suyanto.16 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Menurut pakar hukum pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum 

kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan 

hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 

pihak lain untuk menunaikan prestasi.17 

                                                        
16 Thomas Suyanto, Dasar-Dasar Perkreditan, PT Gramedia, Jakarta Selatan, 1990, hlm 28.  
17Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan), PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung., 1996, hlm 19 
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Kreditor mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan debitor wajib memenuhi 

prestasi. Di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu:18 

a) Pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang, para pihak 

bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek bisa terdiri dari 

manusia atau badan hukum. Dalan hal para pihak terdiri dari manusia maka 

orang, tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan 

hukum perjanjian berlaku asas konsensualitas dalam suatuperjanjian 

dimana konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan. 

b) Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang 

ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuantersebut ingin dicapai atau 

dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan inginmereka capai mereka 

selaku subjek dalam perjanian tersebut. 

c) Para pihak dalam- perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang 

satu dengan yang lainya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu 

dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula 

sebaliknya. 

d) Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu 

perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalamsuatu akte otentik 

maupun dibawah tangan. 

e) Isi dalam suatu perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam 

suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdata 

                                                        
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 100  
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mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Perjanjian kredit meminjam aturan KUHPerdata yaitu salah satu dari bentuk 

perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian pinjam – meminjamsebagai 

mana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, sehingga landasan aturan yang 

dipergunakan dalam membuat perjanjian kredit sendiri tentunya tidak dapat 

dilepaskan dari ketentuan yang ada pada buku III KUHPerdata. Pasal 1754 

KUHPerdata: 

“Perjanjian pinjam mengganti adalah, persetujuan dengan pihak yang 

satu dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu dalam barang – 

barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahw pihak 

yang belakangan ini akanmengembalikan sejumlah yang sama dari 

macam dan keadaan yang sama pula” 

Pinjam meminjam harus memenuhi syarat–syarat sahnya perjanjian agar 

mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian yang 

dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

c) Suatu yang hal tertentu. 

d) Suatu hal yang halal. 

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang atau 

subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat berikutnya dinamakan 
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syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan 

hukum yang dilakukan.19  

Jika dikaitkan teori Perjanjian kredit, dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 

KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, menekankan pada 

penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan 

yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian 

kredit). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat 

pelaksanaan suatu perjanjian kredit, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian 

tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam 

suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak 

Kreditur maupun pihak Debitur. 

3. Teori Penyelesaian Sengketa  

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi 

antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok 

dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan 

negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, 

sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik 

dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. 

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 

pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada 

                                                        
19 J.Satrio, Hukum Perjanjian, Citditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 87  
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pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa 

yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum 

kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara 

para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan 

dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah 

terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.  

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan 

yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya 

masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu 

tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. 

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang 

sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang 

dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk 

mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Dalam penyelesaian 

sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa 

alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak 

dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian adalah salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan beserta teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

metodologi penulisan sebagai berikut: 

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian hukum empiris (terapan), 

yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi 

ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara 

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum 

pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan 

peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih 

jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian sesuai dengan judul yang diajukan, maka untuk memperoleh data yang 
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berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti mengambil lokasi penelitian di 

Bank Sumsel Babel Palembang 

3. Pendekatan Penelitian 

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian. Dalam penyusunan 

penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

a) Pendekatan Perndang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan atau statute approach dilakukan dengan 

cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu 

dalih untuk memecahkan isu yang dihadapi.20 

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah suatu metode pendekatan melalui 

mendekatkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. 

Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana 

ataupun doktrin-doktrin hukum.21 

c) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana 

penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik 

hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan 

                                                        
20Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  Edisi Revisi, Kencana: Jakarta, 2014, hlm. 93. 
21Ibid., hlm. 138. 



 

 

21 

 
 

dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil 

analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.22 

d) Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah 

dan konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut 

peradilan pada penyelesaian perubahan badan hukum perusahaan daerah 

menjadi perusahaan perseroan daerah. Sehingga dari pendekatan analitis ini 

dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam 

menjawab isu hukum dalam penelitian ini. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisa yang meliputi objek atau subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dikaji oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.23 Populasi yang 

menjadi objek pada penelitian ini adalah Kantor Bank Sumsel Babel 

Palembang 

b. Sampel 

Sampel merupakan objek yang di ambil dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.24 Teknik dalam pengambilan sampel 

                                                        
 

23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 

80.  
24 Ibid, hlm 81.  
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dalam penelitian ini adalah purposive sampling menurut Sugiyono adalah 

teknik penentuan sampel dengan teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan mempertimbangan kriteria tertentu.25 Kriteria yang dimaksud ialah 

responden yang berkecimpung atau berkompeten untuk menjawab 

permasalahan pada penelitian ini. 

5. Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan 

cara mengadakan tanya jawab, sedangkan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui bahan– bahan pustaka. 

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data empiris dan data sekunder. 

Data sekunder dilihat dari segi manfaatnya dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dibuat dan dapat 

digunakan dengan segera, 

b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh 

peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai 

pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun 

kontruksi data, 

c. Tidak terbatas oleh waktu. 

Sumber data dari dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu: 

                                                        
25 Ibid, hlm 85.  
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a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu: 

1) Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 

1847 Nomor 23) 

2) Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043) 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) 

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 

5) Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang 

Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) 

6) Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6173) 



 

 

24 

 
 

7) Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)  

8) Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang PendaftaranTanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59) 

9) Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, 

dengan menelaah buku-buku literatur, Undang- undang, brosur/ tulisan 

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.26 Dalam penelitian ini 

data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya pelaksanaan kredit. 

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder 

yang terdiri atas Kamus Hukum sebagai pelengkap dalam penulisan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data / bahan hukum, penulis melakukan melalui studi 

pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Pengumpulan data / 

bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, 

                                                        
26 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia , Jakarta, 

1988, hlm. 11  
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disertasi hukum, hasil penelitian hukum dan menelaah berbagai dokumen resmi 

institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah siding, 

literatur, penulis akan melakukan wawancara secara langsung terhadap pegawai 

Bank Sumsel Babel Palembang khususnya bagian hukum atau litigasi, 

melakukan wawancara secara langsung atau penulis akan melakukan wawancara 

dengan cara tanya jawab secara tertulis melalui surat atau online melalui email 

kepada responden yang telah ditentukan, dengan menanyakan hal yang 

berhubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk analitis data yang 

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder.27 Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang 

akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari akhir dari sebuah penelitian yang 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan 

jawaban atas perumusan atau dalam pertanyaan yang dikemukakan secara 

singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil 

dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan 

                                                        
27 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107  
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dari premis-premis umum (pengamatan, data, fakta) lalu kemudian di ambil 

kesimpulan yang bersifat spesifik (hipotesis).28 
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